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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana teknik
penyadapan dalam penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkotika dan
bagaimana alat bukti hasil penyadapan
dalam penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana narkotika. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, maka
dapat disimpulkan bahwa: 1. Teknik
penyadapan dalam penyelidikan dan
penyidikan  tindak pidana  narkotika
dilakukan setelah terdapat bukti awal
dengan cara menggunakan alat-alat
elektronik  sesuai dengan  kemajuan
teknologi terhadap pembicaraan dan/atau
pengiriman pesan melalui telepon atau alat
komunikasi elektronik lainnya, sangatlah
efektif dalam mencegah dan memberantas
tindak pidana narkotika dan prekursor
narkotika, karena perkembangan teknologi
informasi yang telah digunakan oleh para
pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak
pidana Prekursor dalam mengembangkan
jaringannya  baik  nasional  maupun
internasional yang sangat menguntungkan
mereka, sehingga untuk
melumpuhkan/memberantas

jaringan/sindikat Narkotika dan Prekursor
Narkotika maka sistem
komunikasi/telekomunikasi mereka harus
bisa ditembus oleh penyidik, termasuk
melacak keberadaan jaringan tersebut. 2.
Alat  bukti hasil penyadapan dapat
digunakan untuk kepentingan penyelidikan
dan penyidikan, karena selain alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat
bukti yang sah dapat berupa: informasi
yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
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disimpan secara elektronik dengan alat
optik atau yang serupa dengan itu; dan
data rekaman atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apa pun selain
kertas maupun vyang terekam secara
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada: tulisan, suara, dan/atau gambar dan
peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau
perforasi yang memiliki makna dapat
dipahami oleh orang yang mampu
membaca atau memahaminya.

Kata kunci: Alat bukti, penyadapan, tindak
pidana narkotika

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Di dunia kedokteran, narkotika banyak
digunakan  khususnya dalam proses
pembiusan sebelum pasien di operasi
mengingat di dalam narkotika terkandung
zat yang dapat mempengaruhi perasaan,
pikiran, serta  kesadaran pasien. 3
Pentingnya peredaran narkotika diawasi
secara ketat kerena saat ini
pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang
negatif. @ Di  samping itu, melalui
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, penyebaran narkotika sudah
menjangkau hampir ke semua wilayah di
Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.
Daerah yang sebelumnya tidak pernah
tersentuh oleh peredaran narkotika lambat
laun berubah menjadi sentra peredaran
narkotika. Begitu pula, anak-anak yang
pada mulanya awam terhadap barang
haram ini telah berubah menjadi sosok
pecandu vyang sukar untuk dilepaskan
ketergantungannya.”

’Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan
Realita), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.
100.

*Ibid, hal. 101
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Mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika yang sangat merugikan dan
membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara, pada Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah
merekomendasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Presiden  Republik  Indonesia  untuk
melakukan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, diatur mengenai penguatan
kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika
Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN
tersebut  merupakan lembaga  non
struktural yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan
fungsi  melakukan koordinasi. Dalam
Undang-undang ini, BNN  tersebut
ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah
Nonkementerian (LPNK) dan diperkuat
kewenangannya untuk melakukan
penyelidikan  dan  penyidikan.  BNN
berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Selain
itu, BNN juga mempunyai perwakilan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi
dan BNN kabupaten/kota. Untuk lebih
memperkuat kelembagaan, diatur pula
mengenai seluruh harta kekayaan atau
harta benda yang merupakan hasil tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
dan tindak pidana pencucian uang dari

tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dirampas untuk negara dan
digunakan untuk kepentingan pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dan upaya
rehabilitasi medis dan sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teknik penyadapan dalam
penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana narkotika ?

2. Bagaimana alat bukti hasil penyadapan
dalam penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana narkotika ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
Bahan-bahan hukum vyang digunakan
seperti peraturan perundang-undangan
sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum
primer) dan bahan hukum seperti literatur-
literatur, karya ilmiah hukum. Sebagai
bahan hukum penunjang (bahan hukum
sekunder) serta bahan hukum tersier,
seperti kamus hukum dan kamu umum
untuk memberikan penjelasan mengenai
pengertian-pengertian berkaitan dengan
pembahasan Skripsi ini. Bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan dianalisis
secara desktiptif yuridis, yaitu untuk
memberikan gambaran umum mengenai
permasalahan yang dibahas dan menyusun
kesimpulan dari hasil pembahasan untuk
menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN
A. TEKNIK PENYADAPAN DALAM
PENYELIDIKAN DAN  PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pasal 75: Dalam rangka melakukan
penyidikan, penyidik BNN berwenang. Pada
huruf (i) disebutkan: melakukan
penyadapan yang terkait dengan

100



penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah
terdapat bukti awal yang cukup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i): Dalam
ketentuan ini yang dimaksud dengan
“penyadapan” adalah kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyelidikan
dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan cara
menggunakan alat-alat elektronik sesuai
dengan kemajuan teknologi terhadap
pembicaraan dan/atau pengiriman pesan
melalui telepon atau alat komunikasi
elektronik lainnya.” Termasuk di dalam
penyadapan adalah pemantauan elektronik
dengan cara antara lain:

a. pemasangan transmitter di
ruangan/kamar sasaran untuk
mendengar/merekam semua
pembicaraan(bugging);

b. pemasangan transmitter pada

mobil/orang/barang yang bisa dilacak
keberadaanya (bird dog);

C. intersepsiinternet;

d. cloning pager, pelayan layanan singkat

(SMS), dan fax;

e. CCTV (Close Circuit Television);
f. pelacak lokasi tersangka (direction
finder).

Undang-Undang Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, menyebutkan dalam
Pasal 31 ayat (1): Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi  atau
penyadapan atas Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik
tertentu milik Orang lain. Ayat (2): Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat

> Penjelasan Pasal 75 huruf (i) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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publik dari, ke, dan di dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik
tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun
yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan, dan/atau  penghentian
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, menyebutkan Kecuali
intersepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang
dilakukan dalam rangka penegakan hukum
atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya
yang ditetapkan berdasarkan undang-
undang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat (1): Yang
dimaksud dengan  “intersepsi  atau
penyadapan” adalah kegiatan untuk
mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik, baik menggunakan jaringan
kabel  komunikasi  maupun jaringan
nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis
atau radio frekuensi.

Perluasan pengertian penyadapan
dimaksudkan untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi informasi yang
digunakan oleh para pelaku tindak pidana
Narkotika dan tindak pidana Prekursor

Narkotika dalam mengembangkan
jaringannya  baik  nasional  maupun
internasional karena perkembangan
teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh
pelaku kriminal yang sangat
menguntungkan mereka. Untuk
melumpuhkan/ memberantas

jaringan/sindikat Narkotika dan Prekursor
Narkotika maka sistem
komunikasi/telekomunikasi mereka harus
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bisa ditembus oleh penyidik, termasuk
melacak keberadaan jaringan tersebut.®

Untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang
modus operandinya semakin canggih,
dalam Undang-Undang ini juga diatur
mengenai perluasan teknik penyidikan
penyadapan (wiretapping), teknik
pembelian terselubung (under cover buy),
dan teknik penyerahan vyang diawasi
(controlled  delevery),  serta  teknik
penyidikan lainnya guna melacak dan
mengungkap penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.’

Pasal 77 ayat (1): Penyadapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat
bukti permulaan yang cukup dan dilakukan
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
surat penyadapan diterima penyidik. Ayat
(2): Penyadapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin
tertulis dari ketua pengadilan. Ayat (3):
Penyadapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu yang sama. Ayat (4):
Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 78 ayat (1): Dalam keadaan
mendesak dan Penyidik harus melakukan
penyadapan, penyadapan dapat dilakukan
tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan
negeri lebih dahulu. Ayat (2): Dalam waktu
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam Penyidik wajib meminta izin
tertulis kepada ketua pengadilan negeri
mengenai penyadapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal UU No. 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, diatur bahwa

® penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Pasal 75 Huruf (l)

’ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

setiap orang dilarang melakukan kegiatan
penyadapan atas informasi yang disalurkan
melalui  jaringan tekomunikasi dalam
bentuk apa pun. Menjadi pertanyaan
sekarang  adalah apakah memang
penyadapan sebagaimana vyang diatur
menjadi kewenangan BNN dalam Pasal 75
UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebuah hal
legal? Memang kalau dilihat dan
diperhatikan dalam UU No. 36 Tahun 1999
tentang  Telekomunikasi,  penyadapan
adalah perbuatan pidana. Secara eskplisit
tegas dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun
2009, setiap orang dilarang melakukan
penyadapan atas informasi yang disalurkan
melalui jaringan telekomunikasi dalam
bentuk apa pun dan sebagai sanksi
terhadap pelanggaran Pasal 40 UU No. 36
Tahun 1999 ini adalah pada Pasal 56 UU
No. 36 Tahun 2009 yang mengatur bahwa
barangsiapa melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 40 (UU No. 36
Tahun 1999), dipidana dengan pidana
penjara palim lama 15 (lima belas) tahun.?
Memang hal vyang wajar apabila
penyadapan sebagai perbuatan pidana,
mengingat sebagai perbuatan pidana,
mengingat kententuan dalam konstitusi
yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak  umtuk  berkomunikasi  yang

mendapat informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak mencari,
memperoleh, memiliki, memnyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan mengunakan segala jenis saluran
yang ada (Pasal 28 (f) UUD 1945). Demikian
pula Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945
menyatakan, tiap orang berhak atas
perlindungan  diri  pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda
yang ada di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak  berbuat sesuatu yang

8 H. Harifin, A. Tumpa, op.cit, hal. 157.
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merupakan hak asasi. Dalam banyak
konteks, dalam, due process of law, negara
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
(hak-hak  tersangkat/terdakwa)  sering
dinyatakan  bahwa bukti  terhadap
tersangka/terdakwa bukanlah alat bukti
yang sah karena didapat dengan cara yang
tidak sah (unlawful legal evidence).
Akhirnya kebenaran dan fakta yang ada
justru dikesampingkan.®

Seiring dengan perkembangan
teknolongi, hukum juga berkembang.
Terhadap bijzondere delicten (delik-delik
khusus) yang diatur di luar kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh
dilakukan dalam rangka mengungkap
kejahatan. Contohnya umtuk kejahatan
narkotika dan korupsi. Pertimbangannya,
kejahatan tersebut adalah kejahatan yang
bersifat organisatif yang sangat sulit
pembuktiannya dengan cara-cara
pembuktian biasa. Apakah kemudian
memang undang-undang atau peraturan
yang memperbolehkan penyadapan itu
kemudian menjadi peraturan atau undang-
undang vyang bertentangan dengan
konstitusi yang melindungi kebebasan
informasi setiap orang ? Jawabnya adalah
bahwa penyadapan itu dibenarkan karena
Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
bukan merupakan pasal yang tidak dapat
disimpangi. Artinya penyadapan boleh
dilakukan dalam rangka mengungkap
kejahatan atas dasar ketentuan undang-
undang yang khusus sifatnya (lex specialis
derogat legi generali). Maksudnya adalah
bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan
terhadap tidak pidana yang mana terhadap
tidak pidana bersangkutan diatur secara
keras diperbolehkannya dilakukan
penyadapan untuk rangka pembuktian.®

Teknologi informasi yang tidak bisa
dipungkiri adalah pelopor yang
mengintegrasikan seluruh sistem yang ada
di dunia ini, namun teknologi ini juga dapat

% Ibid, hal. 158
1% 1pid, hal. 158
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disalahgunakan. Sebagai contoh kasus
penyadapan “sms” terhadap wartawan,
tentu hal ini merupakan sebuh kesalahan
karena  kebebasan  dalam mencari,
menyimpan dan memperoleh informasi
merupakan salah satu hak pers, oleh karena
itu, maka efektivitas Undang-Undang
Nomor 36  Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dalam pelaksanaannya
haruslah dahulu diatur sebagaimana sudah
dijelaskan sebelumnya. Penyadapan harus
dinyatakan sebagai cara yang tidak sah
untuk memperoleh bukti dalam perkara
narkotika, seandainya tidak diatur perihal
penyadapan guna pembuktian dalam UU
tentang narkotika. Dengan sudah diaturnya,
maka penyadapan dalam pengungkapan
kasus narkotika menjadi sebuah hal yang
legal. Hal ini bersesuaian pula dengan
ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 36
Tahun 1999 yang mengatur bahwa untuk
keperluan  proses peradilan pidana,
penyelengarakan jasa telekomunikasi dapat
merekam informasi yang dikirim dan atau
diterima oleh penyelenggara  jasa
telekomunikasi serta dapat memberikan
berikan informasi informasi yang
diperlukan atas.

a. permintaan tertulis jaksa agung dan atau
kepala kepolisian republik Indonesia
untuk tidak pidana tertentu;

b. permintaan peryidik untuk tidak pidana
tertentu sesuai dengan undang-undang
yang berlaku;

Perhatikan huruf (b) Pasal 42 ayat (2) UU
No. 36 Tahun 1999 untuk frasa “.....untuk
tidak pidana tertentu sesuai dengan UU
yang berlaku” Artinya adalah bahwa
tindakan  perakaman informasi sebagai
bagian dari penyadapan telekomunikasi
adalah untuk tidak pidana tertentu yang
sudah diatur dalam undang-undang. Karena
BNN adalah juga sebagai penyidik untuk
perkara narkotika, maka BNN pun
berwenang secara sah dan legal untuk
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melakukan penyadapan dalam upaya
pengungkapan kasus narkotika.™*

Sebelum lanjut lebih jauh, ada yang
perlu untuk diperhatikan secara saksama
dalam ketentuan Pasal 71 dan 72 UU No. 35
Tahun 2009. Pasal 71 berbunyi bahwa
dalam melaksanakan tugas pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor, BNN berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan  prekursor  narkotika.
Sementara Pasal 72 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2009 mengatakan bahwa
mengatakan bahwa kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
dilaksanakan oleh penyidik BNN. Kalau
ditelaah maksud dari Pasal 71 jo. Pasal 72
ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009, tentu saja
bisa dimengerti kalau yang berwenang
untuk  melakukan  penyelidikan  dan
penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika
dalam rangka pemberantasan
penyelahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika adalah
penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).*

Kendudukan BNN merupakan lembaga
perintah nonkementerian yang
berkedudukan di bahwa presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden.
Pengangkatan dan pemberhetian kepada
BNN yang mana dalam ketentuan undang-
undang ini kepala BNN diangkat dan
dibehentikan oleh presiden, sendangkan
tugas dan wewenang BNN, untuk
melakukan penyelidikan penyelahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor markotika, serta kendudukan
penyidik BNN yang memiliki wewenang
penyidikan.*?

" Ibid, hal. 159.

2 Ibid.

H. siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-
Undang Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2012, hal. 23

Penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa
terhadap penyelahgunaan dan peredara
gelap narkotika dan prekursor narkotika
dillakukan berdasarkan peraturan
berundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini. Perkara
penyalahgunaan dan peredara gelap
narkotika  dan  prekursor  narkotika
termasuk perkara yang didahulukan dari
perekara lain untuk diajukan ke pengadilan
guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan
terhadap penyalahgunaan narkotika dan
peredara gelap narkotika dan prekursor
narkotikan, dilakukan oleh  penjabat
penyidik PNS, penyidik polri dan penyidik
BNN."

Pengaturan penyidik dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur
sebagai berikut:

a. penyidik dari Badan Narkotika Nasional
yang diatur mulai Pasal 75 sampai
dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diatur mulai Pasal 28 sampai
dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor
Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai
dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

B. ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN

DALAM PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Pasal 86 ayat (1)
menyatakan: Penyidik dapat memperoleh
alat bukti selain sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana. Ayat (2) Alat bukti

% Ibid, hal. 23.
> Ibid, hal. 24.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau yang
serupa dengan itu; dan

b. data rekaman atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apa pun selain
kertas maupun yang terekam secara
elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

atau

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi,

atau perforasi yang memiliki makna
dapat dipahami oleh orang vyang
mampu membaca atau
memahaminya.

Tiada penjelasan untuk Pasal 86 ini di UU
No. 35 Tahun 2009. Dari bunyi Pasal 86 ayat
(1) UU No. 35 Tahun 2009 dimengerti
bahwa ada alat bukti lain yang diakui oleh
UU No. 35 Tahun 2009. Tetapi sebelum
membahas alat  bukti sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU
No. 35 Tahun 2009, perlu dilihat dulu alat
bukti untuk kepentingan pembuktian
sebagaimana diakui dan diatur dalam UU
No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Pasal 183 ayat
(1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
mengakui alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli; (bukan keterangan saksi

ahli, karena sering orang menyebut

keterangan ahli, sebagai keterangan
saksi ahli);

Surat;

Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Lalu di mana posisi alat bukti Ilain
sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2)
UU No. 35 Tahun 2009 di UU No. 8 Tahun
1981 (KUHAP) alat bukti tentu saja bicara

P W
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tentang pembuktian yang mana dalam hal
ini adalah pembuktian untuk kasus pidana
narkotika, prekusrsor narkotika. Ketika
ditanyakan apakah memang alat bukti yang
disebut dalam Pasal 86 UU No. 35 Tahun
2009 tersebut merupakan alat bukti yang
sah, karena tidak diakomodir oleh KUHAP
(UU No. 8 Tahun 1981) jawabnya adalah
bahwa terdapat tindak pidana yang telah
memiliki aturan hukum yang mengatur
mengenai digital evidence (alat bukti
elektronik) bukanlah suatu masalah, karena
sudah diatur bahwa alat bukti elektronik
merupakan alat bukti di UU No. 35 Tahun
2009, maka hakim harus menerima bahwa
bukti elektronik tersebutalah bukti yang sah
bagi hakim, tahap pembuktian merupakan
tahap yang amat berpengaruh secara
signifikan untuk menjatuhkan vonis. Hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara
memperhatikan dengan sungguh-sungguh
alat bukti yang diajukan ke persidangan.
Tidak sembarang alat bukti bisa diterima
hakim kecuali alat bukti yang sah menurut
hukum.*®

Pertanyaannya adalah di mana
kedudukan alat bukti elektronik tersebut di
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184
ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
menyatakan bahwa alat bukti yang sah
sebagaimana yang sudah disebutkan
sebelumnya di atas. Artinya, di luar alat
bukti selain yang sudah ditentukan tersebut
tidak dibenarkan dijadikan sebagai alat
bukti dalam tahap pembuktian. Pasal 133
UU No. Tahun 1981 (KUHAP) mengatur
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali dengan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
yang sah dan hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu alat tindak pidana benar-
benar terjadi ada bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Pengertiannya
adalah bahwa alat bukti yang dapat
diterima di pengadilan terbatas pada alat-

'®A.R. Sujono dan Bony Daniel, op.cit, hal. 170-171
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alat bukti yang bersifat materiil. Yaitu alat
bukti yang dapat dilihat, diraba. Alat bukti
elektronik tidak diatur dalam UU No. 8
Tahun 1981 (KUHAP)."

Artinya  dengan  melihat  kondisi
pengaturan alat bukti di Indonesia, alat
bukti elektronik sifatnya masih parsial,
karena alat bukti elektronik masih parsial
karena alat bukti elektronik hanya dapat
digunakan sebagai bahan pembuktian
dalam tindak pidana tertentu.®

Perluasan alat bukti sebagaimana dalam
UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terhadap
data elektronik/digital yang dimamanatkan
oleh UU No. 11 Tahun 2008 juga belum bisa
menjawab apakah memang data
elektronik/digital itu bisa diterima sebagai
alat bukti yang sah di persidangan dan yang
bisa disimpulkan adalah bahwa data
digital/elektronik bukan merupakan sebua
alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru
merupakan bukti permulaan yang harus
didukung oleh keterangan ahli vyang
mengerti betul dan memang sudah dalam
lingkup tugas dan ilmunya ia memberikan
keterangan tersebut. Ahli berdasarkan
analisisnya menurut ilmu yang dimilikinya
dapat menjamin bahwa sistem elektronik
yang digunakan untuk membuat,
meneruskan, mengirim, menerima atau
menyimpan data/dokumen
elektronik/digital adalah sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang.”

Ahli juga harus menjamin bahwa
dokumen elektronik tersebut tetap dalam
keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa
ada perubahan apa pun ketika diterima
oleh pihak yang lain, bahwa dokumen
tersebut berasal dari orang vyang
membuatnya dan tidak dapat diingkari oleh
pembuatnya. Artinya tidak begitu saja
dapat diajukan data elektronik/digital
sebagai alat bukti karena prinsip keaslian
dan keautentikan dari data elektroni/digital

Y Ibid, hal. 171
®1bid, hal. 173
Ibid, hal. 179.

tersebut harus ada yang menjamin.
Penegasan bahwa data elektronik/digital ini
sebagai bukti permulaan sengat tegas
disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.
30 Tahun 2002 tentang  Komisi
Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:
“Bukti permulaan yang cukup dianggap
telah ada apabila telah ditemukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,
termasuk dan tidak terbatas pada informasi
atau data yang diucapkan, dikirim, diterima
atau disimpan baik secara biasa maupun
elektronik atau optik.?

Pemanfaatan Teknologi Informasi,
media, dan komunikasi telah mengubah
baik  perilaku masyarakat  maupun
peradaban  manusia  secara  global.
Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas
(borderless) dan menyebabkan perubahan
sosial, ekonomi, dan budaya secara
signifikan berlangsung demikian cepat.
Teknologi Informasi saat ini menjadi
pedang bermata dua karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban
manusia, sekaligus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.?

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum
baru yang dikenal dengan hukum siber atau
hukum telematika. Hukum siber atau cyber
law, secara internasional digunakan untuk
istilah  hukum vyang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.  Demikian  pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan
dari konvergensi hukum telekomunikasi,
hukum media, dan hukum informatika.
Istilah lain yang juga digunakan adalah
hukum teknologi informasi (law of
information technology), hukum dunia
maya (virtual world law), dan hukum
mayantara. Istilah-istilah tersebut I[ahir

%% Ibid, hal. 180.
> Ibid
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mengingat kegiatan yang dilakukan melalui
jaringan sistem komputer dan sistem
komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet) dengan
memanfaatkan teknologi informasi berbasis
sistem komputer yang merupakan sistem
elektronik yang dapat dilihat secara
virtual.*?

Permasalahan hukum vyang seringkali
dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi,
dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal
yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik
adalah sistem komputer dalam arti luas,
yang tidak hanya mencakup perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, tetapi
juga mencakup jaringan telekomunikasi
dan/atau sistem komunikasi elektronik.
Perangkat lunak atau program computer
adalah  sekumpulan instruksi  yang
diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,
skema, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu
membuat  komputer  bekerja  untuk
melakukan fungsi khusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang instruksi
tersebut.”

Pasal 95: Proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak
menunda atau menghalangi penyerahan
barang sitaan menurut ketentuan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 dan Pasal 91.

Hasil yang diperolen dari teknik
penyadapan dalam penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkotika, sebagai
alat bukti permulaan patut diduga telah
terjadi tindak pidana narkotika sangatlah
membantu penegak hukum dalam upaya
memberantas tindak pidana narkotika yang

2 Ibid
2 Ibid

Lex Crimen Vol. 1I/No. 6/Oktober/2013

secara terorganisasi melakukan
kejahatannya, bahkan kegiatan para pelaku
melampaui batas negara dengan
memanfaatkan teknologi informasi
elektronik. Oleh karena itu penegak hukum
perlu meningkatkan kerjasama
antarpemerintah  dengan  pemerintah

negara lain baik secara bilateral, regional,
maupun internasional untuk meningkatkan
kemampuan sumberdaya manusia dan
kerjasama di bidang teknologi informasi
elektronik guna mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika yang sangat
merugikan bagi bangsa dan negara
Republik Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Teknik penyadapan dalam penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana narkotika,
dilakukan setelah terdapat bukti awal
dengan cara menggunakan alat-alat
elektronik sesuai dengan kemajuan
teknologi terhadap pembicaraan
dan/atau pengiriman pesan melalui
telepon atau alat komunikasi elektronik
lainnya, sangatlah efektif dalam
mencegah dan memberantas tindak

pidana narkotika dan  prekursor
narkotika, karena perkembangan
teknologi  informasi yang telah

digunakan oleh para pelaku tindak
pidana Narkotika dan tindak pidana
Prekursor dalam  mengembangkan
jaringannya baik nasional maupun

internasional yang sangat
menguntungkan mereka, sehingga
untuk melumpuhkan/memberantas

jaringan/sindikat Narkotika dan
Prekursor Narkotika maka sistem
komunikasi/telekomunikasi mereka
harus bisa ditembus oleh penyidik,
termasuk melacak keberadaan jaringan
tersebut.

2. Alat bukti hasil penyadapan dapat
digunakan untuk kepentingan
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penyelidikan dan penyidikan, karena
selain alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana. Alat bukti yang sah dapat
berupa: informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu; dan data
rekaman atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apa
pun selain kertas maupun yang terekam
secara elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada: tulisan, suara, dan/atau
gambar dan peta, rancangan, foto atau
sejenisnya; atau huruf, tanda, angka,
simbol, sandi, atau perforasi yang
memiliki makna dapat dipahami oleh
orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

B. SARAN

1. Teknik penyadapan dalam penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana narkotika,
hendaknya tidak disalahgunakan,
karena itu diperlukan perlu informasi
yang sangat akurat sebagai bukti
permulaan vyang cukup dan perlu
dilaksanakan sesuai dengan selama
waktu yang telah ditentukan. Tata cara

penyadapan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar tidak

menimbulkan terhadap pihak-pihak
yang tidak terkait dengan tindak pidana

narkotika.
2. Alat bukti hasil penyadapan yang
digunakan untuk kepentingan

penyelidikan dan penyidikan informasi
secara elektronik memerlukan bantuan
pemeriksaan oleh para ahli yang
memiliki komptensi di bidang ilmu
informasi elektronik, agar hasil yang
diperloleh benar-benar valid untuk
dijadikan  bukti permulaan guna

kepentingan
penyidikan.

penyelidikan dan
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UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan  Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
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